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RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa pesantren disinyalir memiliki
kerentanan terhadap radikalisme dan
ekstremisme kekerasan (BNPT 2016). Di
antara penyebab pesantren memiliki risiko
kerentanan adalah lemahnya rasa kebangsaan
dan nilai-nilai toleransi di dalam pendidikan
pesantren tersebut. Selain itu,
ketidakmampuan pesantren membangun
hubungan dengan pemerintah menjadi faktor
lain yang menyebabkan pesantren rentan
terhadap penetrasi radikalisme. Tidak semua
pesantren memiliki kemampuan
menanamkan cinta tanah air dan toleransi.
Pesantren yang lemah visi kebangsaannya
dapat diperkuat ketahanannya melalui
penciptaan faktor pelindung. Untuk itu,
pemerintah kiranya perlu melakukan
intervensi melalui kebijakan yang ada.
Kementerian Agama dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang
paling relevan menjadi motor penggerak,
selain juga BNPT memiliki peranan penting
dalam membangun ketahanan pada
pesantren-pesantren tertentu yang berada di
bawah pembinaan BNPT.

LATARBELAKANG MASALAH

Hasil studi tentang resiliensi komunitas
pesantren terhadap radikalisme (Abubakar &
Hemay, 2020) menemukan bahwa pesantren
yang paling resilien dicirikan oleh identitas
komunitas yang kuat. Namun identitas yang
kuat saja tidak cukup, pesantren tersebut juga
mampu berhubungan dengan kelompok lain

dalam semangat kebangsaan dan
kebhinnekaan. Ciri penting lainnya, cakap
membangun link dengan pemerintah. Dalam
studi ini pesantren-pesantren Tradisional
umumnya memiliki modal sosial yang cukup
kuat. Disusul oleh Pesantren Gontor,
Pesantren Muhammadiyah, lalu Pesantren
Persis. Sementara itu, Pesantren Salafi
diantara yang paling terbatas modal sosialnya.
Satu-satunya faktor penangkal adalah doktrin
ketaatan kepada pemerintah yang sah.
Namun, doktrin ini tidak ajeg. Sebagian
pengikut Salafi (Politik dan Jihadi)
menolaknya karena dianggap menghambat
kewajiban jihad dan amar makruf nahi
munkar. Namun dengan doktrin tersebut
pesantren Salafi yang a-politik (Salafi Puris)
gigih menolak ISIS, ]I, JAT, JAD, dan HTI. Dalam
hal kewajiban mendirikan khilafah, Salafi
Puris lebih tegas penolakannya daripada
pesantren modernis.

Modal sosial yang menonjol dari pesantren
Tradisional adalah kiyai dan Kitab Kuning.
Sedangkan modal sosial pesantren Gontor dan
afiliasinya bersumber dari nilai-nilai pondok
yang disebut Panca Jiwa (Keikhlasan,
Kesederhanaan, Ukhuwah Islamiyah,
Kebebasan, dan Kemandirian). Sementara
modal sosial pesantren Muhammadiyah dan
Persis bersumber dari nilai-nilai kedua Ormas
tersebut. Resiliensi semua tipologi pesantren
sangat ditentukan oleh kapasitasnya dalam
mendayagunakan nilai-nilai tersebut untuk
memperkuat identitasnya (social bonding),
terikat dengan identitas kebangsaan (social
bridging), serta membangun link dengan
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pemerintah (social linking). Hubungan yang
baik dengan pemerintah dapat memperkuat
social bridging. Penerapan kurikulum
pemerintah, seperti pengajaran PKn di
pesantren, dapat meningkatkkan nilai-nilai
kebangsaan dan kebhinnekaan. Namun,
syaratnya hubungan tersebut mesti didasari
oleh kepercayaan, timbal-balik, dan mencapai
masalahatbersama.

Guna merawat dan mengembangkan
ketahanan jangka panjang pesantren
menjalankan 4 strategi pembangunan
resiliensi. Pertama, mencegah kontak dengan
aktor atau jaringan radikal. Kedua,
mendelegitimasi ideologi radikal. Ketiga,
menghilangkan prasangka kebencian.
Keempat, mengatasi isu “umat Islam
dizholimi”. Keberhasilan dalam pembangunan
ketahanan akan ditentukan oleh komitmen
dan kapasitas pesantren mendayagunakan
modal sosialnya. Disahkannya UU Pesantren
No 18 Tahun 2019 mengindikasikan social
linking yang kuat. Sejauhmana pesantren
dapat memaksimalkan kesempatan yang
diberikan oleh UU tersebut akan menentukan

4 Strategi Pembangunan Resiliensi

Strategi 1

mencegah kontak dengan aktor atau jaringan
radikal

Strategi 2

mendelegitimasi ideologi radikal

Strategi 3

menghilangkan prasangka kebencian

Strategi 4

mengatasi isu “umat Islam dizholimi”
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ketahanan yang kokoh di masa depan.

Pendidikan pesantren telah diintegrasikan ke
dalam sistem pendidikan nasional melalui UU
Sisdiknas No 20 tahun 2003. Dengan
disahkannya UU Pesantren No 18 tahun 2019,
integrasi nasional semakin memiliki payung
hukum yang kuat. Beberap satuan pendidikan
di pesantren juga telah memiliki peraturan
yang menjadi dasar pelaksananya. Antara lain
pelaksanaan satuan pendidikan Muadalah
pada Pondok Pesantren didasarkan pada PMA
No 18 tahun 2014. Begitu pula dengan
Program Pendidikan Kesetaraan Pondok
Pesantren Salafiyyah (PPKPPS) mengkuti
ketentuan Kemenag RI melalui Keputusan
Direktorat Jenderal Pendis No 6843 Tahun
2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis
Salafiyah. Pesantren yang menyelenggarakan
Ma'had Aly (Pesantren Tinggi) dan Tahfizul
Qur'an diatur dalam lewat PMA No 13 Tahun
2014.

Beberapa satuan pendidikan telah berjalan,
seperti Satuan Muadalah dan PPKPPS.
Berdasarkan studi ketahanan pesantren
terhadap radikalisme tahun 2019 terhadap
beberapa pesantren yang mengikuti sistem
Muadalah dan PPKPPS diperoleh temuan
bahwa program tersebut belum tampak
berjalan dengan baik. Di beberapa pesantren
yang mengikuti PPKPPS, pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) tidak diajarkan di
kelas karena tidak tersedia guru. Pihak
pesantren hanya menyediakan diktat untuk
dibaca oleh murid. Dibeberapa pesantren lain,
beberapa murid menunjukkan kesadaran
sikap toleransi yang rendah. Malah di
pesantren lain pengasuh dan beberapa guru di
pesantren tersebut menunjukkan pemikiran
yang radikal. Antara lain ditunjukkan dengan
persetujuaan terhadap ide penegakaan
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Grafik khilafah Islamiyyah. Seperti yang dapat dibaca
Pandangan Pesantren terhadap Mendirikan padatabel dibawah ini:

Khilafah Islamiyah wajib huk bagi t . . . L
ratah Isarilyah wajib hukirinya bagl uma Pimpinan Pesantren Salafi Tanzimi

81.8% (Pesantren WI) mengaku mengajarkan PKn di
Pesantrennya. Namun dilihat dari persepsi
guru-guru di pesantren 75% menyatakan
setuju bahwa khilafah Islamiyyah wajib
ditegakkan (Abubakar & Hemay, 2020).

Namun di beberapa pesantren yang mengikuti
program Muadalah, pengajaran PKn malah
18.2
cukup berhasil. Salah satu faktor penunjang

karena tenaga pengajar memilki latar

belakang akademik yang memadai. Di Pondok

Tradisionalis Modernis Salafi Puris  Salafi Tanzimi Salafi Haraki

Tazakka, Batang, Jateng, mata pelajaran PKn

mSetuju ™ Tidak setuju
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ada guru utama yang akan membimbing guru-
guru lain yang mengampu mata pelajar
tersebut (Abubakar & Hemay, 2020). Dengan
memperhatikan fakta kelemahan dan best
practices sudah saatnya Kementerian Agama
RI melakukan review umum pengajaran PKn
disatuan-satuan pendidikan di pesantren.

Beberapa pesantren Salafi yang diteliti belum
terhubung dengan pemerintah. Salah satunya
Pesantren As-Salam, Bima. Para pengurus
pesantren sebelumnya pernah terlibat dalam
jaringan ISIS dan ditangkap dan divonis
penjara. Setelah keluar penjara, pimpinan
pesantren mulai sadar dan memutuskan

untuk berpisah dari JAT dan ISIS. Namun
mengingat baru saja terlepas dari pengurus
pesantren masih menyimpan benih-benih
radikal. Seperti yang tampak pada
ungkapannya di bawah ini:

“Dulu memang pemahaman jihad kami
dengan ISIS masih sama. Itu betul, tapi
ini yang harus saya luruskan kembali
bagaimana konsep jihad kami hari ini.
Terus terang ketika saya keluar penjara
banyak belajar, kemudian kita sudah
pisah dengan ISIS sehingga konsentrasi
kita di sini adalah dengan pemerintah
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beramar makruf nahi mungkar. Seperti
apa? Contoh, ada kezholiman yang
dilakukan oleh pemerintah, dan
peraturan yang tidak sesuai dengan
aturan Islam kita jelaskan pakai aturan
demo” (Muhajir (Muhajir, Pimpinan PP
As-Salam, Bima).

“Al-Haq cuman Islam, dan Al-Batil ini
termasuk nasionalisme. Hati-hati
karena nasionalisme ini juga cetusan
mereka juga. Musuh mereka itu adalah
Islam. Ulama sekarang banyak yang
tidak bias membaca zaman. Dan itu
banyak di singgung dalam kitab nya Ibnu
Taimiyah. Dialah kemudian yang
membangkitkan semangat umat Islam
untuk melawan tentara Mongol (Anwar,
Pengurus PP As-Salam, Bima).

Mengingat mereka mengelola pesantren dan
mengajarkan anak-anak remaja Muslim yang
dikirim orang tuanya untuk menuntut ilmu
dapat dibayangkan akan seperti apa proses
pengajaran paham keagamaan dengan guru-
guru yang pemahamannya sarat dengan
ideologi Islamis. Dengan melihat kenyataan
itu, BNPT dan Kemenag RI perlu membangun
sinergi untuk merangkul pesantren As-Salam
dan secara perlahan menintegrasikannya
dalam sistem pendidkan yang ada di Kemenag
RIL.

REKOMENDASIKEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan di atas, Kemenag,
Kemendikbud, dan BNPT, perlu melakukan
koordinasi untuk menjalankan beberapa
usulan kebijakan di bawah ini:

1. Melakukan review umum dampak
pengajaran Pendidikan
kewarganegaraan (PKn) di sekolah,
madrasah, dan diniyah, yang
diselenggarakan oleh pesantren.
Sejauh-mana pengajaran PKn
berdampak pada komitmen
kebangsaan dan sikap toleransi para
pesertadidik

2. Melakukan evaluasi dan menggali
faktor-faktor penyebab dampak
positif dan dampak negatif dari
pengajaran dilihat dari aspek konten
materi, metode pengajaran serta
ketersediaan guru yang berkualitas

3. Menyusun dan mengesahkan
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Pengajaran Pkn di masing-masing
satuan pendidikan pesantren

4. Menyusun dan mengesahkan
Pedoman Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Pengajaran PKn di masing-
masing satuan pendidikan pesantren

5. Khusus untuk pesantren yang
dibawah pengawasan BNPT perlu
dijajagi pengikutsertaannya dalam
program-program integrasi
pendidikan pesantren ke dalam
pendidikan agama dalam sistem
pemerintah
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